




 

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2023                                                       

 

i 

DAFTAR ISI 
  

 
 

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................................... i 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................................. 1 

1.1. Latar  Belakang  Penyusunan  Perubahan Kebijakan  Umum  APBD ........................1 

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD ..............................................2 

1.3. Dasar  Hukum  Penyusunan  Perubahan Kebijakan  Umum APBD ............................2 

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ............................................................................................. 6 

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...............................................................................................6 

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................................................... 12 

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA . 14 

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN .............................................. 14 

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD .............................................. 14 

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ................................................................................................. 17 

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah ............................................ 17 

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ....................... 18 

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .............................................................................................................. 22 

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja .................................... 22 

5.2. Rencana Perubahan Belanja operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak 
Terduga ............................................................................................................................................... 23 

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .................................................................................................. 27 

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ............................................................. 27 

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ............................................................ 27 

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ........................................................................................................................ 28 

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan ............................................................................. 28 

7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja ....................................................................................... 29 

BAB VIII PENUTUP ...................................................................................................................................................... 30 

 
  



 

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2023                                                       

 

1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar  Belakang  Penyusunan  Perubahan Kebijakan  Umum  APBD 

 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(KUPA) TA 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) 

menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD).  

Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

melakukan perubahan APBD apabila terjadi: 

1.  Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa: 

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; 

b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 

c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 

2.  Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis 

belanja; 

3.  Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

4.  Keadaan darurat; dan/atau 

5.  Keadaan luar biasa. 

Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023 juga disusun berdasarkan hasil 

pelaksanaan evaluasi dan sekaligus terkait kebijakan nasional, perintah dari 

peraturan perundang-undangan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
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(RKPD) tahun 2023 yang secara integral sejalan dan merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-

2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).   

Perubahan Kebijakan Umum APBD memiliki sistematika penjabaran yang 

relatif sama dengan KUA yaitu memuat target pencapaian kinerja secara terukur dari 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap 

urusan pemerintahan daerah yang disertai juga dengan proyeksi pendapatan daerah, 

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan 

asumsi yang mendasarinya.  

 
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2023 disusun dengan 

tujuan: 

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang dalam 

menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, 

Penyusunan RKA-SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Perubahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 yang secara bersamaan setelah 

melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota 

Kesepakatan. 

2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 

yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan. 

 
1.3. Dasar  Hukum  Penyusunan  Perubahan Kebijakan  Umum APBD 

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2023 disusun dengan 

berpedoman kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menjadi dasar hukum, antara lain:  

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 



 

Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2023                                                       

 

3 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

6. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155);  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas 

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); 

21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6); 

22. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26); 

23. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
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BAB II 
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 

 

 

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Memasuki semester II tahun 2023, situasi perekonomian nasional 

menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2023 

mencapai 5,03 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan 

pertumbuhan triwulan IV 2022 sebesar 5,01 persen. Ke depan, pertumbuhan 

ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3 

persen yang didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya 

kinerja ekspor. 

Pertumbuhan ekonomi akan tetap kuat bila didukung oleh seluruh 

komponen Product Domestik Bruto (PDB).  Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 

11,68 persen (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih 

kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54 persen 

(yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta 

penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99 persen 

(yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan 

investasi non bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski 

pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11 persen 

(yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. 

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, hingga triwulan I tahun 2023, 

perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan tren pertumbuhan positif. 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat tumbuh sebesar 6,95 persen 

(yoy) atau lebih tinggi dibanding capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 6,47 

persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim mencerminkan bahwa 

kondisi perekonomian telah berjalan dalam tren pemulihan setelah melewati fase 

pandemi covid-19. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut berada di 

atas pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2023 

merupakan pertumbuhan PDRB yang tertinggi di wilayah Kalimantan. 

Berdasarkan lapangan usaha, capaian ini bersumber dari hampir seluruh sektor 
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utama. Lapangan usaha pertambangan memiliki pangsa sebesar 49,8 persen dari 

total PDRB Kaltim tumbuh 4,92 persen (yoy). Industri pengolahan tumbuh 

sebesar 7,04 persen (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya karena ditopang 

oleh industri CPO yang meningkat. Konstruksi turut tumbuh sebesar 17,36 persen 

(yoy) sejalan dengan masifnya pembangunan proyek strategis nasional di wilayah 

Kalimantan Timur. 

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan 

positif. Kinerja ekspor tumbuh 11,70 persen (yoy), meningkat dari triwulan 

sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy). Peningkatan ini sejalan 

dengan tingginya permintaan dan harga komoditas yang berada di level tinggi. 

Selanjutnya, investasi tumbuh masif sebesar 11,21 persen (yoy) seiring dengan 

peningkatan investasi terutama sejalan dengan pembangunan konstruksi di 

wilayah Kalimantan Timur. 

Pasca pandemi COVID-19 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mulai 

menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai 1,6 

persen dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2,46 persen pada tahun 

2022. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari terjadinya 

peningkatan nilai tambah bruto pada lapangan usaha dominan seperti lapangan 

Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan. Kontribusi ketiga lapangan 

usaha tersebut menguasai 89,3 persen total PDRB pada tahun 2022, sehingga 

perannya menjadi sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Kota 

Bontang.  

Kinerja Perekonomian tanpa migas juga menunjukkan peningkatan 

pertumbuhan dengan laju yang lebih tinggi. Perekonomian Kota Bontang tanpa 

migas mengalami pertumbuhan 5,36 persen (yoy) pada tahun 2022. Laju 

pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 

2021 yang telah mencapai 3,84 persen. 
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           Sumber: BPS Kota Bontang, 2023 

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 

Berdasarkan laju pertumbuhannya, lapangan usaha yang mengalami 

pertumbuhan paling signifikan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,12 

persen, Transportasi dan Perdagangan sebesar 9,22 persen, Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,25 persen dan Lapangan Usaha 

Konstruksi sebesar 8,15 persen. Sebaliknya, lapangan usaha Pertambangan dan 

Penggalian masih mengalami penurunan signifikan sebesar -11,21 persen pada 

tahun 2022. 

 

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha (persen) 

Lapangan Usaha 
Laju Pertumbuhan (persen) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A. Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

5,63 8,9 6,51 3,5 2,27 2,28 

B. Pertambangan dan Penggalian 11,69 -14,48 -18,18 -10,77 -10,32 -11,21 

C. Industri Pengolahan -0,01 -5,63 -3,35 -3,77 1,63 1,64 

D. Pengadaan Listrik dan Gas 6,99 5,05 7,92 12,32 -2,14 3,89 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

8,15 9,67 4,16 1,86 4,36 4,96 

F. Konstruksi 3,54 4,81 5,75 0,03 0,12 8,15 

G. Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2,44 6,19 4,4 3,73 0,65 5,85 

H. Transportasi dan Pergudangan 2,6 5,61 3,39 3,14 3,3 9,22 

I. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

8,71 8,99 8,72 -1,41 1,51 8,25 

J. Informasi dan Komunikasi -0,05 0,03 3,05 5,6 5,92 5,38 

K. Jasa Keuangan dan Asuransi -1,81 1,3 0,43 3,45 2,44 10,12 
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Lapangan Usaha 
Laju Pertumbuhan (persen) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

L. Real Estat 1,02 3,43 4,32 4,08 0,22 1,35 

M,N. Jasa Perusahaan 0,85 2,94 3,06 -1,72 1,65 5,23 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

-0,32 3,15 3,38 -3,18 1,01 6,12 

P. Jasa Pendidikan 8,8 9,21 4,97 5,28 2,24 2,32 

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

7,55 8,38 4,48 17,65 14,16 4,23 

R,S,T,U. Jasa lainnya 6,35 7,9 5,93 -1,02 1,08 6,35 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL 
BRUTO 

0,55 -4,08 -2,15 -2,74 1,6 2,46 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2023 

 

Perbaikan realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2022, 

sebagian besar ditopang oleh adanya peningkatan produktivitas lapangan usaha 

Industri Pengolahan yang dapat kembali tumbuh positif 1,64 persen. 

Pertumbuhan lapangan usaha ini utamanya disumbang oleh sub sektor industri 

kimia dan juga oleh adanya industri baru pengolahan CPO. Mulai terjadinya 

subtitusi peran sub sektor Industri pengolahan Migas yang terus menunjukkan 

tren penurunan oleh sub sektor industri pengolahan non migas menunjukkan 

prospek peningkatan perekonomian Kota Bontang pada tahun 2023-2024. 

Struktur perekonomian Kota Bontang menurut Lapangan Usaha hingga 

tahun 2022 masih tetap didominaasi oleh Industri pengolahan dengan kontribusi 

mencapai 78,72 persen. Namun demikian peran Lapangan Industri Pengolahan ini 

menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, hal ini dipengaruhi oleh 

turunnya harga minyak dunia dan produksi pengilangan migas yang semakin 

menurun akibat berkurangnya pasokan gas dari sumur-sumur gas di Kalimantan 

Timur. Lapangan Usaha dengan peran relatif besar selanjutnya adalah Konstruksi 

sebesar 7,04 persen, dan Perdagangan sebesar 3,32 persen. 
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          Sumber: BPS Kota Bontang, 2023 

Gambar 3. 2 Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2022 

Lapangan Usaha Konstruksi sebagai kontributor kedua terbesar juga 

menunjukkan peningkatan nilai tambah bruto dalam PDRB Kota Bontang tahun 

2022. Perannya naik dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 7,04 persen pada 

tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor konstruksi ini mencapai 8,15 persen (tabel 

3.1). Kenaikan yang cukup signifikan ini sebagian besar disumbang oleh adanya 

pembangunan pabrik di kawasan industri pengolahan CPO dan penyelesaian 

pembangunan pusat perbelanjaan baru di Kota Bontang. 

 

Tabel 3. 2 Struktur PDRB Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha Atas 

Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2022 

Lapangan Usaha  
Tahun (persen) 

2020 2021 2022 

Industri Pengolahan 79,28 79,42 78,72 

Konstruksi 6,69 6,49 7,04 

Perdagangan 3,4 3,3 3,32 

Transportasi dan Pergudangan 1,58 1,66 1,81 

Lapangan Usaha Lainnya 9,05 9,13 9,11 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 

Sumber: BPS Kota Bontang, 2023 

 

Dengan pendekatan pengeluaran, distribusi PDRB Kota Bontang atas 

dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih sangat didominasi oleh komponen 

Net Ekspor dengan kontribusi mencapai 73,18 persen, disusul oleh Pembentukan 

78,72

7,04

3,32

1,81

9,11 Industri Pengolahan

Konstruksi

Perdagangan

Transportasi dan
Pergudangan

Lapangan Usaha Lainnya
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Modal Tetap Bruto 13,99 persen, Konsumsi Rumah Tangga 10,35 persen, 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,90 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga 

Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) 0,55 persen dan Perubahan Inventori 0,02 

persen. Secara absolut nilai PDRB Kota Bontang berdasarkan pengeluaran 

meningkat dari 57,9 triliun pada tahun 2021 menjadi 63,1 triliun pada tahun 

2022. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh terjadinya 

peningkatan aktivitas perdagangan Kota Bontang khususnya ekspor komoditas 

batu bara, LNG, produk-produk petrokimia, dan produk olahan CPO. 

                 Sumber: BPS Kota Bontang, 2023 

Gambar 3. 3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bontang Tahun 

2021-2022 (persen) 

Pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang mencapai 2,46 persen pada tahun 

2022 ditopang oleh terjadinya pertumbuhan positif pada semua komponen PDRB 

pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran 

Konsumsi Pemerintah yang mencapai 6,72 persen yang dipengaruhi oleh 

meningkatnya belanja pembangunan pemerintah dalam rangka penguatan 

kebijakan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Selanjutnya diikuti oleh 

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang turut tumbuh 6,21 persen, komponen 

pengeluaran LNPRT 4,73 persen, komponen Perubahan Inventori 2,34 persen, 

komponen Net Ekspor 1,92 persen dan komponen Konsumsi Rumah Tangga 1,12 

persen. 

Kinerja perekonomian Kota Bontang yang relatif mengalami peningkatan 

hingga tahun 2022, baik pada sisi produksi maupun pengeluaran, meningkatkan 

optimisme akan terus terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2023 dan 2024 yang diharapkan dapat terjadi seiring dengan 
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meningkatnya kinerja keuangan daerah dan prioritas pembangunan ekonomi 

yang menekankan pada peningkatan investasi, pariwisata dan UMKM. Prioritas 

kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini 

diharapkan dapat menjadi stimulasi efektif bagi peningkatan realisasi 

pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2024. 

 

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, 

tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.  

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban 

keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat 

rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan 

kewenangan dalam satu tahun anggaran.  

Sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang 

tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi 

Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; 

dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. 

Selanjutnya sesuai, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:  

1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 

2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 
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3) Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

Pemerintah Kota Bontang memformulasikan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan 

PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan 

KUA Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

kebijakan Pembiayaan Daerah. 
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BAB III 
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
 

 

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN adalah Asumsi Dasar Ekonomi 

Makro (ADEM). Asumsi Dasar Ekonomi Makro adalah indikator utama ekonomi 

makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen 

postur APBN. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro mengacu pada 

sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan 

perekonomian terkini baik domestik maupun internasional, Asumsi Dasar 

Ekonomi Makro masih mengacu pada asumsi dasar APBN Tahun 2023, yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,3 persen; 

2. Inflasi (% yoy) 3,6 persen; 

3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi Rp14.800 per US $; 

4. Suku bunga SBN 10 Tahun 7,9 persen; 

5. Harga Minyak Mentah Indonesia 90 dolar/barel; 

6. Lifting minyak 660.000 barel/hari, lifting gas 1.100.000 barel/hari. 

 

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 

Perkembangan ekonomi nasional yang kembali tumbuh positif pada tahun 

2022 dan diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada tahun 2023 dan tahun 

2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukan pertumbuhan 

ekonomi pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03 persen (yoy). Ke depan 

pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 

4,5-5,3 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap 

positifnya kinerja ekspor. 

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penguatan di triwulan I ini juga 

didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor mengalami pertumbuhan tinggi 

sebesar 11,68 persen (yoy). Hal ini di dukung oleh tingginya permintaan dagang 

utama. Konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,54 

persen (yoy) yang terjadi seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan 

daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 
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3,99 persen (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. 

Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, 

meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11 

persen (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Pertumbuhan PDB 

atas dasar harga berlaku mencapaiRp5.071,7 triliun dan atas dasar harga 

konstan 2010 Rp2.961triliun. 

Seiring dengan indikasi perbaikan ekonomi nasional di atas, terdapat 

beberapa kondisi yang diperkirakan dapat menjadi peluang dan prospek bagi 

potensi perbaikan perekonomian Kota Bontang pada tahun 2023 dan 2024 

antara lain: 

▪ Momentum penetapan IKN di Kalimantan Timur yang telah ditetapkannya 

RUU tentang Ibukota Negara; 

▪ Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam penguatan daya saing investasi, 

pengembangan sektor Pariwisata dan UMKM; 

▪ Momentum meningkatnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan 

potensi tumbuhnya investasi pada sektor hilirisasi produk turunan 

komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak 

goreng;  

▪ Potensi realisasi investasi pada kawasan industri kimia PT. Pupuk 

Kalimantan Timur; 

▪ Optimalisasi sumur-sumur migas baru serta optimalisasi Kawasan Industri 

dan Kawasan Ekonomi Khusus;  

▪ Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HKPD; 

▪ Prioritas nasional yang menetapkan transformasi ekonomi inklusif pada 

Tahun 2024;  

▪ Penetapan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim 

sebagai prioritas nasional tahun 2024. 

Berdasarkan gambaran peluang dan potensi yang diperkirakan 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan 

pembangunan di Kota Bontang serta arah kebijakan provinsi Kalimantan Timur 

dan pemerintah pusat tahun 2024, maka perkiraan perekonomian Kota 

Bontang dicerminkan dalam indikator makro sebagai berikut: 
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Tabel 3. 3 Realisasi dan Target Capaian Indikator Makro Kota Bontang 

Tahun 2022-2023 

No Indikator 

Target Realisasi 2023 

2022 2022 
Taret 

RPJMD 

Target 

RKPD 

1 Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

81 80,94 81,20 81,53 

2 LPE (persen) 2,00 -3,00 2,46 2,50 2,50 

LPE NonMigas 

(persen) 

181,25 5,36 4,50 4,50 

3 PDRB per Kapita 321,5 320,44  329,40 329,54  

4 Kemiskinan (persen) 4,03 4,38 4,03 4,03 

5 TPT (persen) 8,7 7,81 810 9,20 

6 Indeks Gini (indeks) 0,33 0,324 0,300 0,320 

          Sumber: RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 
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BAB IV 
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

 

 

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah  

 

Seiring dengan perkembangan yang semakin mendukung perbaikan 

indikator perekonomian selama tahun 2022 hingga memasuki triwulan II tahun 

2023 baik dalam lingkup nasional dan daerah, termasuk perkiraan realisasi 

penerimaan negara tahun 2023 yang akan melampaui targetnya, maka 

pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pendapatan 

daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan 26,8 persen dibandingkan 

dengan target dalam APBD Murni Tahun 2023. Peningkatan ini utamanya 

ditopang oleh adanya peningkatan pada komponen pendapatan transfer, yakni 

pendapatan transfer Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 

Tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun 2023. 

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta 

memperhatikan realisasi APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 hingga 

memasuki triwulan II tahun 2023, terutama dari sisi pendapatan, maka 

kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Bontang diarahkan sebagai 

berikut: 

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan 

optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur 

secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan 

semester I tahun 2023; 

2. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah 

serta lain-lain pendapatan; 

3. Penetapan pagu Pendapatan transfer pada perubahan APBD tahun 

anggaran 2023 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.  

4. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang 

bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP. 
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Secara umum pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dapat 

dijelaskan  sebagai berikut : 

a. Total PAD pada perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp 208.097.914.195 

turun 3,53 persen sebesar Rp7.624.058.862 dari target sebelumnya 

sebesar Rp215.721.973.057; 

b. Perkembangan pendapatan daerah dari sisi pendapatan transfer pada 

perubahan APBD 2023 mengalami kenaikan 31,54 persen sebesar 

Rp461.187.564.885 dari target sebelumnya sebesar Rp1.462.012.623.420 

menjadi Rp1.923.200.188.305;  

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah secara keseluruhan mengalami 

penurunan 18,99 persen sebesar Rp1.646.910.597 dari target sebelumnya 

Rp8.673.651.168 menjadi Rp7.026.740.571.  

Target total perubahan pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2023 

diproyeksikan akan mengalami kenaikan 26,80 persen sebesar 

Rp451.916.595.426 dari target sebelumnya Rp1.686.408.247.645. Untuk 

proyeksi perubahan pendapatan dituangkan dalam tabel 4.1. 

 

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang berasal dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Sumber pendapatan lainnya berupa Bagian Laba atas 

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD pada Bank Kaltim 

tetap diharapkan dapat menambah potensi penerimaan PAD. Sumber 

pendapatan PAD lainnya adalah pendapatan dari BLUD RSUD Taman 

Husada yang tercantum dalam Lain-Lain PAD yang sah. Meskipun demikian, 

pendapatan dari BLUD RSUD ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan 

pelayanan di lingkungan RSUD saja sesuai dengan Permendagri Nomor 79 

tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 
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Secara rinci dapat dilihat dari penjelasan berikut ini: 

1) Pajak Daerah. 

Pada Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2023 Penerimaan Pajak 

Daerah ditargetkan berubah dari Rp130.000.000.000 menjadi 

Rp106.779.690.000 atau turun sebesar Rp23.220.310.000. Penurunan 

disebabkan karena adanya penyesuaian pajak penerangan jalan sesuai 

dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

2) Retribusi Daerah. 

Besarnya penerimaan PAD dari pos Retribusi Daerah untuk tahun 2023 

diproyeksikan turun 33,23 persen atau sebesar Rp1.378.126.575 dari 

Rp4.146.678.500 menjadi Rp2.768.551.925; 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Besarnya penerimaan PAD dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan untuk tahun 2023 diproyeksikan turun 14,60 

persen atau sebesar Rp614.088.318 dari semula Rp4.205.520.097 

menjadi Rp3.591.431.779;  

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang sah. 

Untuk tahun 2023 besarnya penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang Sah ditargetkan mengalami kenaikan 22,73 

persen atau sebesar Rp17.588.466.031 dari anggaran semula sebesar 

Rp77.369.774.460 menjadi Rp94.958.240.491. Kenaikan pada pos ini 

sebagian besar disebabkan meningkatnya target pendapatan BLUD. 

b. Pendapatan Transfer 

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer 

diperoleh dari pos pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan 

transfer antar daerah. 

Penerimaan pendapatan daerah dari pos pendapatan transfer memiliki 

kontribusi paling besar terhadap penerimaan pendapatan daerah Kota 

Bontang sebesar 89,9 persen, dibandingkan dengan sumber-sumber 

penerimaan pendapatan Kota Bontang lainnya. Oleh karenanya, sampai 
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dengan tahun 2023, pembiayaan pembangunan Kota Bontang yang 

tertuang dalam APBD Kota Bontang sangat tergantung pada sumber 

penerimaan pendapatan dari pos tersebut. 

Untuk tahun 2023 jumlah penerimaan pendapatan Kota Bontang dari 

sumber Pendapatan transfer diperkirakan akan mengalami kenaikan 31,54 

persen atau sebesar Rp461.187.564.885 menjadi Rp1.923.200.188.305 dari 

target sebelumnya sebesar Rp1.462.012.623.420. Adapun kenaikan 

pendapatan pada Perubahan APBD TA 2023 jika dibandingkan dengan 

APBD TA 2023, Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. 

Penerimaan pendapatan Kota Bontang dari pos pendapatan transfer 

pemerintah pusat, untuk Anggaran Perubahan tahun 2023 diproyeksikan 

naik 36,49 persen atau sebesar Rp432.513.104.885 menjadi 

Rp1.617.733.662.285 dari target sebelumnya sebesar 

Rp1.185.220.557.400. Kenaikan ini dikarenakan adanya penyesuaian 

pendapatan transfer pemerintah pusat termasuk di dalamnya Dana Alokasi 

Khusus (DAK) fisik dan non fisik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun 2023.  

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Pendapatan transfer antar daerah selama ini merupakan salah satu 

komponen pendapatan transfer yang memiliki kontribusi yang tidak kalah 

penting dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan di Kota Bontang. Pendapatan transfer antar 

daerah diproyeksikan naik 10,36% yang semula sebesar 

Rp276.792.066.020 menjadi sebesar Rp305.466.526.020. Kenaikan ini 

sesuai dengan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.116/2023 

tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tahun 2022. 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan 

daerah yang sah diperoleh dari pos hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

Untuk perubahan tahun 2023 diproyeksikan target penerimaan 

pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami 

penurunan sebesar Rp1.646.910.597 dari proyeksi semula sebesar 

Rp8.673.651.168 menjadi Rp7.026.740.571.  

Pendapatan hibah dialokasikan sama dengan APBD TA. 2023. Sedangkan 

Lain-lain pendapatan mengalami penurunan 22,96 persen atau sebesar 

Rp1.646.910.597 dari semula sebesar Rp7.173.651.168 menjadi 

Rp5.526.740.571. Penurunan ini disebabkan karena selisih penetapan 

proyeksi penerimaan yang bersumber dari penerimaan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP). 

Tabel 4.1. 
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 

 

Kode Uraian 
Anggaran Tahun 2023 

Bertambah / 
(berkurang) APBD Murni 

Perubahan KUA 
PPAS 

4 PENDAPATAN    

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.721.973.057 208.097.914.195 -7.624.058.862 

4.1.01 Pajak Daerah 130.000.000.000 106.779.690.000 -23.220.310.000 

4.1.02 Retribusi Daerah 4.146.678.500 2.768.551.925 -1.378.126.575 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

4.205.520.097 3.591.431.779 -614.088.318 

4.1.04 Lain-Lain PAD yang Sah 77.369.774.460 94.958.240.491 17.588.466.031 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.462.012.623.420 1.923.200.188.305 461.187.564.885 

4.2.01 Pendapatan  Ttansfer Pemerintah 
Pusat 

1.185.220.557.400 1.617.733.662.285 432.513.104.885 

4.2.02 Pendapatan Tansfer Antar Daerah 276.792.066.020 305.466.526.020 28.674.460.000 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

8.673.651.168 7.026.740.571 -1.646.910.597 

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.500.000.000 1.500.000.000 0 

4.3.03 Lain-Lain Pendapatan 7.173.651.168 5.526.740.571 -1.646.910.597 

 JUMLAH PENDAPATAN 1.686.408.247.645 2.138.324.843.071 451.916.595.426 
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BAB V 
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 
 
 
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja  

Mengacu pada prioritas dan sasaran daerah yang harus dicapai pada tahun 

anggaran 2023 dan sejalan dengan potensi peningkatan pendapatan daerah dan 

adanya penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 

2022 hasil audit BPK, maka belanja daerah pada perubahan tahun 2023 

dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 45,37 persen atau sebesar 

Rp783.329.126.906 semula mencapai Rp1.726.408.247.645  menjadi 

Rp2.509.737.374.551. 

Dengan adanya peningkatan penerimaan daerah dalam Perubahan 

Kebijakan Umum APBD tahun 2023, perspektif Belanja Daerah memberikan 

ruang untuk peningkatan akomodasi terhadap kebutuhan belanja 

pembangunan yang sebelumnya belum dapat diakomodir pada APBD murni 

tahun 2023, termasuk belanja daerah untuk peningkatan kinerja program-

program prioritas sebagai upaya pencapaian target RPJMD pada tahun 2023. 

Penyesuaian belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2023 disusun dan 

direncanakan dengan prioritas kebijakan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat yang belum teranggarkan 

seluruhnya dalam APBD Murni tahun 2023; 

2. Penyesuaian terhadap kebijakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, 

khususnya dana transfer khusus melalui Belanja program dan kegiatan 

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 

3. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD tahun 2022 yang telah ditetapkan 

penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku termasuk pengalokasian 

Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah; 

4. Penambahan alokasi Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD tetap harus 

memperhatikan pemenuhan ketentuan untuk belanja Mandatory Spending 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
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5. Kegiatan pada Peruhanan APBD tahun 2023 disusun dengan 

memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran 

yang relatif terbatas; 

 

5.2. Rencana Perubahan Belanja operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak 

Terduga 

 
1. Perubahan Kebijakan Belanja Operasi  

Kebijakan  belanja  operasi  merupakan  belanja  yang ditujukan untuk 

penyediaan enam pos belanja; Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, 

Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial.  

Kebijakan perubahan belanja operasi pada perubahan APBD TA. 2023 adalah 

sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai  

Belanja pegawai disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1) Besarnya penganggaran gaji dan tunjangan ASN  disesuaikan dengan 

hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana 

kenaikan gaji dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah.  

2) Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dialokasikan anggaran 

tambahan penghasilan. Pemberian honorarium bagi ASN dibatasi 

dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran 

serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya 

ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. Bagi ASN sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

3) Penganggaran Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari PAD 

dialokasikan sebesar 5% dari target Pajak dan Retribusi Daerah TA 

2023 sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

4) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota 

DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan 

Dana Operasional. 

5) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Pos Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 

bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa tersebut 

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  

c. Belanja Hibah 

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program 

dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.  

Alokasi Belanja Hibah pada tahun 2023 diarahkan sebagian besar untuk 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, 

atau organisasi kemasyarakatan termasuk bantuan keuangan kepada partai 

politik. 
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d. Belanja Bantuan Sosial  

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian 

bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun 

Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

2. Perubahan Kebijakan Belanja Modal 

Anggaran pembangunan yang dialokasikan melalui belanja modal dalam 

Perubahan APBD tahun 2023 secara umum masih mengacu pada prioritas 

pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Umum APBD tahun 

2023 murni. Alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD tahun 2023 

dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD dan terdiri dari: 

a. Belanja Modal Tanah 

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin 

dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan 

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung 

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;  
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup 

jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta 

dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai;  

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

f. Belanja Modal Aset Lainnya 

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk 

keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset 

tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 

tercatatnya. 

3. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga pada Perubahan APBD TA. 2023 yang digunakan untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 

sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya. Penetapan alokasi anggaran tersebut dengan 

mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya 

tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, 

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat 

peraturan perundang-undangan.  
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BAB VI 
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

 

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan  

Penerimaan Pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2023 mengalami 

kenaikan semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar 

Rp396.412.531.480 atau bertambah sebesar Rp346.412.531.480 yang 

seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 

anggaran 2022. Kenaikan SiLPA ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah 

diaudit oleh BPK-RI Kantor Perwakilan Kalimantan Timur yang berasal dari Kas 

Daerah, BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS. 

 

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD tahun 2023 

dialokasikan sebesar Rp25.000.000.000 untuk penyertaan modal kepada Bank 

Kaltimtara meningkat sebesar Rp15.000.000.000 dari semula sebesar 

Rp10.000.000.000 pada APBD tahun 2023. 

Tabel 6.1 

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 

 

Kode Uraian 

Anggaran Tahun 2023 
Bertambah / 
(berkurang) 

% 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

 

6 PEMBIAYAAN DAERAH     

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     

6.1.01 Silsa Lebih Perhitungan anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 

50.000.000.000 396.412.531.480 346.412.531.480 692,83 

 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000 396.412.531.480 346.412.531.480 692,83 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     

6.2.02 Penyertaan Modal 10.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 150,00 

 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 150,00 
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BAB VII 
STRATEGI PENCAPAIAN 

 
 

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan 

Dalam rangka mencapai target Pendapatan daerah sebagaimana arah 

kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka perlu dilakukan upaya‐

upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan 

sosialisasi kepada masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui 

peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga 

serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju 

terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. 

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada 

kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 

2023 diarahkan pada upaya sebagai berikut: 

(1) Menyusun kajian potensi Pendapatan Daerah; 

(2) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan sesuai kewenangan dengan memerhatikan potensi yang ada 

dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta 

kepentingan umum antara lain melalui peningkatan pelayanan pajak dan 

retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam 

membayarkan kewajibannya, baik melalui media konvensional maupun 

media berbasis online; 

(4) Peningkatan   keterlibatan   seluruh   stakeholder   pendapatan   daerah   

melalui pembentukan agen pajak; 

(5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan 

fungsi PAD dalam pembangunan daerah; 

(6) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak 

daerah dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. 

Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi 
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hukum yang tegas baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak 

taat pajak, maupun bagi aparatur pemungut pajak; 

(7) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan 

perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamannan dan 

kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang 

kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang; 

(8) Sosialisasi dan penerapan transaksi online pada pembayaran pajak. 

(9) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah 

kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, 

tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi; 

(10) Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-

daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan 

porsi yang lebih besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan; 

(11) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada 

dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana 

perimbangan; 

(12) Menyusun usulan pembangunan melalui pembiayaan APBN dan APBD 

Provinsi;  

(13) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka 

memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi; 

7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja 

Dalam upaya pencapaian target belanja dilakukan strategi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas SDM sehingga memiliki komitmen dan motivasi 

untuk melakukan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan secara 

maksimal; 

2. Memaksimalkan penyusunan Standar Harga Satuan pada penyusunan 

anggaran dalam rangka mengoptimalkan realisasi; 

3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik sehingga menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan; 

4. Pemantauan pelaksanaan kegiatan secara rutin berkala; 

5. Mengevaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah secara 

berkala;  
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BAB VIII 
PENUTUP 

 

 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) 

Kota Bontang Tahun 2023, merupakan pedoman pelaksanaan APBD Perubahan 

tahun anggaran 2023 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2023 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026. 

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, memerlukan pengelolaan pembangunan yang 

berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran 

yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi pencapaian  visi dan misi Pemerintah 

Kota Bontang pada matriks tahun ketiga, sebagaimana tertuang dalam Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. 

Untuk menjabarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 

Anggaran 2023 disusunlah prioritas dan plafon anggaran perubahan untuk 

disepakati bersama. 

Demikianlah  Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 

dibuat, atas kontribusi waktu dan pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima 

kasih. 

 

        Bontang, 18 Agustus 2023   

 Ketua DPRD      Wali Kota Bontang,  

 

 

Andi Faizal Sofyan Hasdam, SH    Basri Rase, S.IP, M.Si           
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